PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM

PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

:a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan usaha

o 1.

pariwisata oleh Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata
Sawahlunto, dipandang perlu melakukan penambahan
penyertaan modal daerah, untuk mewujudkan visi Kota
Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang Yang
Berbudaya yang akan berdampak dalam peningkatan ekonomi

rakyat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam

Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II
Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
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Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3423);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
1131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4441);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
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Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3741);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroaan
Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran

Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7).
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19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas
Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam

Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Menetapkan

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM
PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan
Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan
Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 11), diubah sebagai berikut:



